
^

-.

Si

Menimbang

Mengingat

>
* v

to
1 i

* :

FROVINSI JAWA TENGAH

BUPATI TEGAL

PERATURAN BUPATI TEGAL

NOMOR 3£ TAHUN 2015

TENTANG

PENGELOLAAN KEUANGAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEGAL,

' I*Mf

a. bahwa uruuk melaksanakan keientuan Pasal 106
Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peramran Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6
tahun 2014 tentang Desa, Pemerintah Kabupaten
Tegaj celah menetapkan Pera:uran Bupati Nomor 4 3
Tahun 2014 tentang Pedoman Pengeiolaan Keuangan
Desa;

b. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 113 Tahun |p014 tentang
Pengeiolaan Keuangan Desa, maka dipandang perlu

Pedomanmengatur kembali ketentuan tenta
pengeiolaan keuangan Desa;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan

ng

sebagaimana
dimaksud pada huruf a dan huruf b dipandang perlu
menetapkan kembali Peraturan Bupati: Tegal tentang
Pengeiolaan Keuangan Desa;

1. Undang-undang Nomor 13 Tahun |jl950 tentang
Pembentukan Daerah-dacrah Kabupaten Dalaia
Lingkungan Propinsi Djawa Tengah; |

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun [2014 tentang
Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Undang-undang Nomor 23 Tahun J2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Nepara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 125, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)
sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir
dengan Undang-undang Nomor 9 '•; Tahun 2015igan unaang-undang
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Daerah (Lembaran Negara' Repub1

Pemerintahan

.k Indonesia
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Tahun 2015 Nomor 58, Tambaham Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 567?);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 47
tentang Perubahan Atas Peraturan
Nomor 43 Tahun 2014 tentang I
Pelaksanaan Undang Undang Nomor 61Tahun 2014
tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 157, Tambahaji Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5711); \

5. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015

ahun 2015
Pemerintah

Peraturan

tentang Perubahan Peraturan Pemerint;
Tahun 2014 tentang Dana Desa YanJ
Dari Anggaran Fendapatan dan Befanja Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 88, Tambahan Lembaran Negkra Republik
Indonesia Nomor 5694); i

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomdr 113 Tahun
2014 tentang Pengelolaan Keuangan jDesa (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun BO 14 Nomor
2093) !

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomcjr 114 Tahun
2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun J2014 Nomor
2094) j

MEMUTUSKAN:

PERATURAN BUPATI TEGAL TENTANG jfENGELOLAAN
KEUANGAN DESA.

BAB !

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

ih Nomor 60
Bersumber

ii Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tegal. j
2. Bupati adalah Bupati Tegal.
3. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsuj penyelenggara

Pemerintahan Daerah yang mcmimpin pelaksanaan urusaji pemerintahan
~yang menjadi kewenangan daerah otonom.. j

4. Kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai Perangkat Daerah
Kabupaten Tegal. ]

5. Camat adalah Perangkat Daerah yang mempunyai wilayah j,kerja di tingkat
Kecamatan dalam Kabupaten Tegal. j

6. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut denfean nama lain,
selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakaf hukum yang
memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatun dan mengurus
urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan
priakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisianal yang diakui
dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik
Indonesia.
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7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan
kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerjjntahan Negara
Kesatuan Republik Indonesia.

8. Pemerintah Desa adaiah kepala Desa atau yang disebut dejhgan nama lain
dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemer intahan Desa.

9. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan njima lain adalah
lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yajhg
merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterijvakilan wilayah
dan ditetapkan secara demokratis.

10. Kepala Desa adalah kepala pemerintahan desa yang dipili
masyarakat melalui pcmilihan Kepala Desa atau melalui mujkyawarah desa.

11. Perangkat Desa terdiri atas Sekretaris Desa dan Perangkat Desa lainnya
yang bertugas membantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas dan
wewenangnya.

12. Sekretaris Desa adalah unsur staf, pelayanan dan t;
membantu pelaksanaan tugas Kepala Desa serta memimpinj

13. Perangkat Desa lainnya adalah unsur perangkat desa selain Sekretaris
Desa.

i

14. Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa, selanjutnya (lisingkat PTPKD
adalah perangkat desa yang ditunjuk untuk mengelola keuangan desa.

15. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai
dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dam barang yang
berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa}

16. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatam yang meliputi
perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, peljaporan, dan
pertanggungjawaban keuangan desa. j

17. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disebut RCPDesa, adalah
penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengjih Desa untuk
jangka waktu 1 (satu) tahun. !

18. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya difebut APBDesa,
adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.

19. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang dilransfer melalui

4

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kot
untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan,
pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan
masyarakat.

langsung oleh

a usaha yang
Sekretariat.

dan digunakan
pelaksanaan

pemberdayaan

20. Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD, adalah dalia perimbangan
yang diterima kabupaten/kota dalam Anggaran Pendapajkn dan Belanja
Daerah kabupaten/kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khiisus.

21. Kelompok transfer adalah dana yang bersumber dari Anggajran Pendapatan
Belanja Negara, Anggaran Pendapatan Belanja DaeralJ Provinsi dan
Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten/Kota. j

22.Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa adaliih Kepala Desa
atau sebutan nama lain yang karena jabatannya mempunj/ai kewenangan
menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan desaf

23'̂ Dvrfna, Teknis Pengelolaan Keuangan Desa yang selanjutnya disingkat
PTPKD adalah unsur perangkat desa yang membantu Kejlala Desa untuk
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melaksanakan pengelolaan keuangan desa.

24. Sekretaris Desa adalah bertindak selaku koordinator
pengelolaan keuangan desa. ;

25. Pengadaan Barang/Jasa di Desa yang selanjutnya disej>ut Pengadaan
Barang/Jasa adalah kegiatan untuk mempcroleh baJang/jasa oleh
Pemerintah Desa, baik dilakukan dengan cara swakelola maupun melalui
Penyedia Barang/Jasa.

26. Swakelola adalah kegiatan Pengadaan Barang/Jasa diman;a pekerjaannya
direncanakan, dikerjakan dan/atau diawasi sendiri oleh] Tim Pengelola
Kegiatan \

i

27. Penyedia Barang/Jasa adalah badan usaha atau perorangan yang
menyediakan barang/jasa

28.Bendahara Umum Desa adalah unsur staf sekretanjat desa yang
membidangi urusan administrasi keuangan untuk rrjenatausahakan
keuangan desa.

29. Rekening Kas Desa adalah rekening tempat menyimpan uanj* Pemerintahan
Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan dijjunakan untuk
membayar seluruh pengeluaran Desa pada Lembaga Keuaiigan atau Bank
yang ditetapkan. !

30. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkjat SPP adalah
dokumen yang diajukan oleh pelaksana kegiatan kepada Kepala Desa
sebagai dasar pengajuan pelaksanaan pembayaran suatu kegiatan.

pelaksanaan

disingkat SPP-31. SPP Uang Untuk Dipertanggungjawabkan yang selanjutnya.
UUDP adalah dokumen yang diajukan oleh pelaksana kegiatan untuk
permintaan uang guna melaksanakan kegiatan selain jSPP LS yang
pelaksanaan pertanggungjawabannya tidak melebihi 1 bulan atau tanggal
10 bulan berikutnya. \

32. SPP Langsung yang selanjutnya disingkat SPP-LS adalah dokumen yang
diajukan oleh PTPKD untuk permintaan pembayaran Iapgsung kepada
pihak ketiga atas dasar perjaniian kontrak kerja atau sural: perintah kerja
Iainnya dan pembayaran dengan jumlah, penerima, peruntukan, dan
waktu pembayaran tertentu, atau kegiatan swakelola. !

33. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM ajdalah d,okumen
yang dikeluarkan oleh Kepala Desa dan dkujukan kepada Lembaga
Keuangan atau Bank selaku pemegang kas desa untuk merjgeluarkan uang
sejumlah yang dimintakan dalarn SPP. '

34. Penerimaan Desa adalah Uang yang berasal dari seluruh pundapatan desa
yang masuk ke APBDesa melalui rekening kas desa. |

35. Pengeluaran Desa adalah Uang yang dikeluarkan dari AJPBDesa melalui
rekening kas desa.

36. Surplus Anggaran Desa adalah selisih lebih antara pendapaian desa dengan
belanja desa. ]

37. Defisit Anggaran Desa adalah selisih kurang ar.tara pedapafen desa denean
belanja desa.

38. Sisa Ubih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disingklt SILPA adalah
selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama sutu
periode anggaran.

39.Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan \ang ditetapkan
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oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati tjjersama Badan
Permusyawaratan Desa.

BAB II j
PENGELOLAAN KEUANGAN DESA !

Pasal 2 i;

(1) Keuangan desa dikelola berdasarkan asas-asas transpaian, akuntabel,
partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.

(2) Pengelolaan keuangan desa sebagaimana dimaksud pada a/at (1), dikelola
dalam masa 1 (satu) tahun anggaran yaitu mulai tanggal 1 IJanuari sampai
dengan tanggal 31 Desember.

Pasal 3

Pengelolaan keuangan desa meliputi:

a. perencanaan;

b. pelaksanaan;
c. penatausahaan;
d. pelaporan; dan
e. pertanggungjawaban

Bagian Kesatu
Perencanaan

Pasal 4

(1) Sekretaris Desa menyusun Rancangan Peraturan Desa teijtang APBDesa
berdasarkan RKPDesa tahun berkenaan.

(2) Sekretaris Desa menyampaikan rancangan Peraturan ;j Desa tentang
APBDesa kepada Kepala Desa. •;

(3) Rancangan peraturan Desa tentang APBDesa sebagainjana dimaksud
pada ayat (2) disampaikan oleh Kepala Desa Ifepada Badan
Permusyawaratan Desa untuk dibahas dan disepakati bersama.

(4) Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa disepakati bersama
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling lambat bulan pktober tahun
berjalan. it

Pasal 5 I

(1) Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa yang tilah disepakati
bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 disampaikan oleh Kepala
Desa kepada Bupati melalui camat paling lambat 3 (JLiga) hari sejak
disepakati untuk dievaluasi. ]

(2) Bupati mendelegasikan kewenangan kepada Camat untuj< mengevaluasi
Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa yang telah diUetujui bersama
BPD dan Kepala Desa. '

(3) &iamat menetapkan hasil evaluasi Rancangan APBDesa sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) paling lama 20 (dua puluh) Hari kerja sejak
diterimanya Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa.

(4) Dalam hal Camat tidalc memberikan hasil evaluasi dalafn batas waktu
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Peraturan Desa tfrsebut berlaku
dengan sendirinya. I

(5) Dalam hal Camat menyatakan hasil evaluasi Rancangan Peraturan Desa
tentang APBDesa tidak sesuai dengan kepentingan umurrj dan peraturan

i
:i
i
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perundang-undangan yang lebih tinggi, Kepala Desa melakukan
penyempurnaan paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak
diterimanya hasil evaluasi. &

Pasal 6

(1) Apabila hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh Kepala Desk sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) dan Kepala Desa tetap menetapkan
Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa menjadi Phraturan Desa,
C'amat menyampaikan usulan pembatalan Peraturan! Desa .kepada
Bupati.

(2) Pembatalan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud |>ada ayat (1)
sekaligus menyatakan
sebelumnya.

berlakunya pagu APBDesa ta lun anggaran

2) Kepala Desa
operasional

(3) Dalam hal Pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat |
hanya dapat melakukan pengeluaran terhadapl
penyelenggaraan Pemerintah Desa.

(4) Kepala Desa memberhentikan pelaksanaan Peraturan De
(tUjuh) hari kerja setelah pembatalan sebagaimana dimaljfsud
(3) dan selanjutnya Kepala Desa bersama BPD rnencabut
dimaksud.

Bagian Kedua
Pelaksanaan

;sa

Pasal 7

Paling lama 7
pada ayat

ueraturan desa

a pelaksanaan(1) Semua penerimaan dan pengeluaran desa dalam rangks
kewenangan desa dilaksanakan melalui rekening kas desa.

(2) Khusus bagi desa yang belum memiliki pelayanan I perbankan di
wilayahnya maka pengaturannya ditetapkan oleh Pemerind.h Kabupaten.

(3) Semua penerimaan dan pengeluaran desa sebagaimana jiimaksud pada
ayat (1) harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah.

Pasal 8

(1) Pemerintah desa dilarang melakukan pungutan sebagai penerimaan desa
. selain yang ditetapkan dalam peraturan desa. ::

(2) Bendahara dapat menyimpan uang dalam Kas Desa palir
(satu per dua belas) dari kegiatan operasional pemerintkh
rangka memenuhi kebutuhan operasional pemerintah desi.

Pasal 9

g banyak 1/12
desa dalam

(1) Pengeluaran desa yang mengakibatkan beban APB Dena tidak dapat
djlakukan sebelum rancangan peraturan desa tentafig APB Desa
ditetapkan menjadi peraturan desa.

(2) Pengeluaran desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kidak termasuk
untuk belanja pegawai yang bersifat mengikat dan operasional
perkantoran yang ditetapkan dalam peraturan kepala desa]

(3) Penggunaan biaya tak terduga terlebih dulu harus Hibuat Rincian
Anggaran Biaya yang telah disahkan oleh Kepala Desa.
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Pasal 10

J
(1) Pelaksana Kegiatan mengajukan pendanaan untuk jmelaksanakan

kegiatan harus disertai dengan dokumen ar.tara lain Ren<j:ana Anggaran
Biaya.

(2) Rencana Anggaran Biaya sebagaimana dimaksud padi. ayat (1) <ii
verifikasi oleh Sekretaris Desa dan di sahkan cleh Kepala Djsa.

(3) Pelaksana Kegiatan bertanggungjawab terhadap Undaka|i pengeluaran
yang menyebabkan atas beban anggaran belanja kegiatan dengan
mempergunakan buku pembantu kas kegiakn sebagai
pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan didesa. J

Pasal 11
i

(1) Berdasarkan rencana anggaran biaya sebagaimana dimaksi|id dalam pasal
10 ayat (1) pelaksana kegiatan mengajukan Surat Permintajn Pembayaran
(SPP) kepada Kepala Desa. j

(2) Surat Permintaan Pembayaran (SPP) sebagaimana dimaksuji pada ayat (1)
tidak boleh dilakukan sebelum barang dan /atau jasa diterijr.a.

(3) Ppngajuan SPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilamdiri:
a. Peryataan Tanggungiawab Belanja;
b.Lampiran Bukti Transaks:. ]

(4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikecualikan untuk awal
pelaksanaan kegiatan, biaya operasional kegiatan, | pembayaran
penghasilan tetap dan tunjangan BPD, Insentif RT/RW.

Pasal 12

SPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) terdiri &as SPP-UUDP
dan SPP-LS.

Pasal 13

(1) Dalam pengajuan SPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal
Desa berkewajiban untuk:
a. meneliti kelengkapan syarat administrasi yang dil

pelaksana kegiatan;
b. menguji kebenaran perhitungan tagihan atas beban jAPBDes

tercantum dalam permintaan pembayaran; j
c. menguji ketersedian dana untuk kegiatan dimaksud; dan
d. menolak pengajuan permintaan pembayaran oleh pelaksana kegiatan

apabila tidak memenuhi pers3raratan yang ditetapkan. I
(2) Berdasarkan SPP yang zelah di verifikasi Sekretaris Desa sebagaimana

dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa menyetujui permintaan pembayaran.

(3) Kepala Desa setelah menyetujui SPP sebagaimana dimaksup pada ayat (2)
selanjutnya menerbitkan SPM yang ditujukan kepada Lempaga Keuangan
atau bank Pemegang Rekening Kas Desa untuk mengeluarkan sejumlf.h
uang yang disetujui dalam SPP dan selanjunya bendah^ra melakukan
pembayaran. S

(4) Fjembayaran yang telah dilakukan sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
bendahara berkewajiban melakukan pencatatan pada buku kas umum
sebagai pengeluaran. I

11, Sekretaris

ajukan oleh

yang
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Pasal 14

Bendahara desa sebagai wajib pungut pajak penghasilan (l]Ph) dan pajak
lainnya, wajib menyetorkan seluruh penerimaan potongan dan pajak yang
dipungutnya ke rekening kas negara sesuai dengan ketentjuan peraturan
perundang-undangan.

Pasal 15

Pengadaan barang dan/atau jasa di Desa diatur dengan peraturan Bupati
dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 16

Ji.(1) Perubahan Peraturan Desa tentang APBDesa dapat dilakukan apabila
terjadi:
Bj/fceadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergese|-an a.ntar jenis

belanja; '
b. keadaan yang menyebabkan sisa lebih perhitungan ajiggaran (SilPA)

tahun sebelumnya harus digunakan dalam tahun berja|
c. terjadi penambahan dan/atau pengurangan dalam pqjndapatan desa

pada tahun berjalan; dan/atau
d. terjadi peristiwa khusus, seperti bencana alam, krisis politik, krisis

ckonomi, dan/atau kerusuhan sosial yang berkepanjanian;
e. perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah djan Pemerintah

Daerah. I
(2) Perubahan APBDesa hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu)

tahun anggaran.

(3) Tata cara pengajuan perubahan APBDesa adalah sama dpngan tata cara
penetapan APBDesa.

Pasal 17

(1) Dalam hal Bantuan keuangan dari APBD Provinsi dan A^BD Kabupaten
serta hibah dan bantuan pihak ketiga yang tidak mepgikat ke desa
disalurkan setelah ditetapkannya Peraturan Desa tentang
Desa, perubahan diatur dengan Peraturan Kepala
perubahan APBDesa.

(2) Perubahan APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
kepada BPD.

Bagian Ketiga
Penatausahaan

Pasal 18

(1) Penatausahaan dilakukan oleh Bendahara Desa.

(2) Bendahara Desa wajib melakukan pencatatan setiap penerimaan dan
pengeluaran serta melakukan tutup buku setiap akhfr bulan secara
tertib.

SPerubahan APB
Desa tentang

diinformasikan

(3) '«Z?^Ta •I,0"3 Wajib memPertanggungjawabkaradnumstrasi keuangan melalui laporan pertanggungjawabJji pengelolaan
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Pasal 19

(4) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (3
disampaikan setiap bulan kepada-Kepala-Desa dan paling lambat tanggal
10 bulan berikutnya. I

padaayat (4) dibuat rekapitalulasi per tri wulan sebagai bahan untuk
penyusunan laporan semesteran dan laporan akhir tahun. !,

Penatausahaan penerimaan dan pengeluaran sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 18 ayat (2), menggunakan:
a. Buku Kas Umum;
b. Buku Kas Pembantu Kegiatan;
c. Buku Kas Pembantu Pajak; dan
d. Buku Bank.

Bagian Keempat
Pelaporan

Pasal 20

(1) Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APBDesa
kepada Bupati melalui Camat berupa:
a. laporan semester pertama: dan
b. laporan semester akhir tahun.

(2) Laporan semester pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hum; a
berupa laporan realisasi APBDesa.

(3) Laporan realisasi pelaksanaan APBDesa sebagaimana ^imaksud pada
ayat (1) huruf a disampaikan paling lambat pada akhir bulan Juli tahun
berjalan.

(4) Laporan semester akhir tahun sebagaimana dimaksud pactaa ayat (1) huruf
b disampaikan paling lambat pada akhir bulan Januari tahun berikutnya.

Bagian Kelirr.a
Pertanggungjawaban

Pasal 21

(1) Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi
Desa kepada Bupati melalui Camat setiaD akhir tahunpelaksanaan APBDesa kepada Bup

anggaran.

(2) Laporan pertanggungjawaban
sebagaimana dimaksud pada ayat
dan pembiayaan.

(3) Laporan pertanggungjawaban
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Desa.

(4) Peraturan Desa tentang laporan pertanggungjawaban , realisasi
pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilampiri:
a. format Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksajnaan APBDesa

Tahun Anggaran berkenaan;
b. format Laporan Kekayaan Milik Desa per 31 December Tahun

Anggaran berkenaan; dan
c. format Laporan Program Pemerintah dan Pemerintalji Daerah yans

masuk ke desa.

'•'-

realisasi pelaksanaan APBDesa
[1), terdiri dari pendapatan, belanja.

realisasi pelaksanajan APBDesa
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Pasal 22

Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDes i sebagaimana
dimaksud dalam pasal 21 ayat (i) merupakan bagian tidak tejrpisahkan dari
laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

Pasal 23

(1) Laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban realise
APBDesa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 <
diinformasikan kepada masyarakat secara tertulis dan
informasi yang mudah diakses oleh masyarakat.

(2) Media informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antjjara lain papun
pengumuman, radio komunitas, dan media informasi lainnya.

Pasal 24

si pelaksanaan
an pasal 21
dengan media

(1) Laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan
APBDesa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (l| dan Pasal 41
ayat (1) disampaikan kepada Bupati melalui camat dengan tembusan
disampaikan kepada : jj
a. Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerajh.
b. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. }

(2) Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanajan APBDesa
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat 1 (satu)
bulan setelah akhir tahun anggaran berkenaan.

Pasal 25

Format Pengelolaan Keuangan Desa tercantum dalam
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

BAB III

PEMEGANG KEKUASAAN PENGELOLAAN KEUANGAN H>ESA

Pasal 26

^ met?«i™D!,Sa adalah Pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa
(PKPKD) dan mewakik Pemerintah Desa dalam kepemilikan kekayaan
milik desa yang dipisahkan. f

(2) Kepala Desa sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai kewenanjan:
a. menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBDesa;
b. menetapkan PTPKD;
c. menetapkan petugas yang melakukan pemungutan penejimaan desa-
d* APBDe^^ PengelUamn atas kegiatan y™Z ditetapkan dalam
6' APB^sT11 tlndakan yang mengakibatkan pengeluarai atas beban

(3) dSh^SS* dalam melaksanakan Pengelolaan keuangan jlesa dibantu

,ampiran dan
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(4) Kepala Desa selaku PKPKD dapat diberikan honorarium yang
besarannya mengacu pada Peraturan Bupati tentang [Standarisasi
Satuan Harga Pemerintah Kabupaten, paling tinggi disetarakan dengan
honorarium Pengguna Anggaran SKPD.

(5) Honorarium sebagaimana dimaksud pad?, ayat (4) dibcrikanjsetiap bulan
sebanyak-banyaknya 12 (dua belas) kali dalam satu tahun anggaran dan
dianggarkan pada Kegiatan Pengelolaan Keuangan Desa dalam Kelompok
Belanja Penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

BAB IV

PELAKSANA TEKNIS PENGELOLAAN KEUANGAN DESA

Pasal 27

(1) PTPKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 aval (3), terdfiri dari:
a. Pelaksana teknis pengelolaan keuangan;
b; Pelaksana teknis kegiatan;

c. Pemeriksa Kegiatan Infrastruktur.
(2) PTPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan

Keputusan Kepala Desa.

Bagian Kesatu
Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan

(2)

Pasal 28

Susunan Pelaksana teknis pengelolaan keuangan
dimaksud dalam Pasal (3) ayat 1 huruf a terdiri dari:

a. Sekretans Desa selaku Koordinator;
b. Kepala Urusan Keuangan;
c. Bendahara Desa.

Sekretaris Desa selaku koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (i;
huruf a mempunyai tugas:

a. menyusun dan melaksanakan Kebijakan Pengelolaan APBDesa;
b. menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesk, perubahan

APBDesa dan pertanggung jawaban pelaksanaan APBDesa;
c. melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan yang telah

ditetapkan dalam APBDesa;
d. menyusun pelaporan dan pertanggungiawaban pelaksanfji
e. melakukan verifikasi

pengeluaran APBDesa.

sebagaimana

an APBDesa;

terhadap bukti-bukti peneiHmaan dan

(3) Kepala Urusan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayiit (1) huruf b
merriDunvai fijcns m^mhantn Q»irr»taric. r-i«.t-^ ^^i^i,., i. i:__*__mempunyai tugas membantu Sekretaris Desa selaku
Pelaksana teknis pengelolaan keuangan.

koordinator

(4) Bendahara Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat di
jabs^oleh Kepala Urusan Keuangan atau staf pada urusan keuangan.

"'Bendahara Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) mempunyai
tugas: menerima, menyimpan, menyetorkan/membayar
menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan i penerimaar
pendapatan desa dan pengeluaran pendapatan desa dalam raneks
pelaksanaan APBDesa. •
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(6) Pelaksana teknis pengelolaan keuangan sebagaimana dnlaksud pada
ayat (1) dapat diberikan honorarium.

(7) Besaran Honorarium sebagaimana dimaksud pada aysit (6) untuk
Sekreiaris Desa mengacu pada Peraturan Bupati Temang Standarisasi
Satuan Harga Pemerintah Kabupaten, paling tinggi disetarakan dengan
Honorarium Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) pada SKPD.

(8) Besaran Honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (6) \|mtuk Kepala
Urusan Keuangan dan Bendahara Desa mengacu pada Peraturan Bupati
Tentang Standarisasi Satuan Harga Pemerintah Kabupaten, paling tinggi
disetarakan dengan Bendahara Pengeluaran/Penerimaan pa^la SKPD.

(9) Honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dan ayat! (8) diberikan
setiap bulan sebanyak-sebanyaknya 12 (dua belas) kali| dalam satu
tahun anggaran dan dianggarkan pada Kegiatan Pengelolaan Keuangan
Desa dalam Kelompok Belanja Penyelenggaraan Pemerintahp Desa.

Bagian Kedua
Pelaksana teknis kegiatan

Pasal 29

(1) Pelaksana teknis kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1)
huruf b secara umum mempunyai tugas menyusun rencana
pelaksanaan kegiatan dan melaksanakan kegiatan yang telah ditetapkar.
dalam APB Desa.

(2) 'Su'sunan~Pelaksanau.teknisy:kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) terdiri dari:

a. Ke'tua-dijabat olch Kepala; Seksi'J atau Kepala Urusan s'esuai dengan
bidangnya. |

b. S:ekre"taris.dijabat oleh unsur lembaga' kemasyarakatan desai atau
perangkat desa lainnya.

c. B.endaha'pa..".Kegia.tan,.dijabat .oleh unsur lembaga. kemasyarakatan
desa atau perangkat desa lainnya.

d'. Anggota dijabat oleh perangkat desa lainnya atau masvarakat yang
mempunyai kemampuan melaksanakan kegiatan dimaksud.

(3) Pelaksana teknis kegiatan sebagaimana dimaksud pa!da ayat (2)
mengikutsertakan perempuan.

(4) Pelaksana teknis kegiatan sebagaimana dimaksud pjda ayat (3)
berjumlah gasal, paling sedikit 3 (tiga) orang dan dapat ditambah sesua:
aengan tingkat kompleksitas kegiatan.

(5) Kema Pelaksana teknis kegiatan sebagaimana dimaksud pada avat (l!
huruf a mempunyai tugas:

a.melakukan tindakan pengeluaran yang menyebabkaii atas beban
anggaran belanja kegiatan;

b. mengendalikan pelaksanaan kegiatan;
c. melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan kjpada Kepala

(6) Ifhumfl mllkSana lQkm* kCgiatan seba8aimana dimaks|bd pada avat(2) huruf b mempunyai tugas rnembantu Kctua.
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(7) Beadahagipgigjajgnj sebagaimana dimaksud pada ayat
mempunyai tugas:

a. menyiapkan dokumen anggaran atas beban
pelaksanaan kegiatan;

b. menerima, menyimpan, menyetorkan/membay1
menatausahakan keuangan kegiatan;

c. Bermnggungja.wab kepada-3endahara'D.es'a melalui Ketua Pelaksana
Teknis Kegiatan.

(8) Anggota Pelaksana teknis kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf d mempunyai tugas membantu tugas pelaksana teknis secara
umum.

(9) Pelaksana teknis kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat
diberikan biaya operasionaMsegiatan paling banyak 5% (lima per
seratus) darfpagu anggaran kegiatan;—~-^-

(10) Biaya operasional kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (9) antara
lain dapat digunakan untuk biaya rapat, honorarium pelaksana teknis
kegiatan dan pemeriksa kegiatan infrastruktur, penyysunan dan
penggandaan laporan pertanggungjawaban, perjalanan dinas, biaya
perencanaan infrastruktur.

(11) Besaran honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (10)juntuk Ketua
mengacu pada Peraturan Bupati Tentang Standarisasi Satuan Harga
Pemerintah Kabupaten, setinggi-tingginya disetarakan dengan
honorarium Ketua Panitia Pelaksana Kegiatan pada SKPD.

(12) Besaran honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat ](10) untuk
Sekretaris dan Bendahara mengacu pada Peraturan Bujpati Tentang
Standarisasi Satuan Harga Pemerintah Kabupaten, setinggi-tingginya
disetarakan dengan honorarium Sekretaris Panitia Pelaksana Kegiatan
pada SKPD.

(13) Besaran honorarium sebagaimana dimaksud pada ayati (10) untuk
Anggota mengacu pada Peraturan Bupati Tentang Standarisasi Satuan
Harga Pemerintah Kabupaten. setinggi-tingginya disetarakan dengan
honorarium Anggota Golongan 11/1 Panitia Pelaksana Kegiatan pada
SKPD.

(14) Kegiatan yang dilaksanakan Pelaksana teknis kegiatan dalam
pengadaan barang/jasa terdiri atas:

a. Pengadaan barang/jasa melalui swakelola dan / atau,

b. Pengadaan barang/jasa melalui penyedia barang/jasa.

(15) Mekanisme Pengadaan Barang/Jasa di Desa sebagaimana dimaksud
pada ayat (14) diatur dalam Peraturan Bupati Tentang Pedoman Tata
cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa.

Pasal 30

Dalam hal pelaksanaan kegiatan yang sifatnya tidak
keterlibatan unsur masyarakat, seperti.. pemberia.r^.penghasilin- ietaipl dan
kegiatahi' '̂bpljFasibhal pemerihtahKdesa,. ;• Pelaksana : tekrjjs kegiatan
sebagaimana dimaksud dalam Pasa! 6 ayat (1) hanya .mengikutsertakan
unsur'pemerintah de.§a.|d:Ui susunan tim menyesuaikan kebutulian.

(2) huruf c

pengeluaran

ar, dan

memerlukan
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. Bagian Ketiga
Pemenksa Kegiatan Infrastruktur

Pasal 31

• ™f^^s^^^^ *», P^Lsr dan

dari .nasyarakat dTKE^T P™ata" «^wfcta£i
(4) Dalam hal tidak ier^rNo * I

umum dan/atau tenaga pendlmLo ^ ?ang me^bidanli peLrfaan(5) Pemenksa Keeiatan rtr ? ,mpm6 profesional. P^Kerjaan

Pasal 32 S
rl

- (1) ^tT^tr^t^ pr] 3i d4k- <•««•»pelaksanaan kegiatatpemZ^tSu^/or f^ hL"
P) KSTrnW"-™ dlmakSUd Pada a'at <»• *H*» <•*» 3

a.tahap pertama, penilaian dan pemeriksaan terhadapl
puluh per seratus) dari keseluruhan target kegiatan;
™of? kedUa* Peniiaian dan Pemeriksaan terhadap 8.0% (delapanpuluh per seratus) dari keseluruhan target kegiatan; dan

c.;tahap ketiga, penilaian dan pemeriksaan terhadap 100°J (seratus per
,seratus) dan keseluruhan target kegiatan. 1

u

(3) Pemeriksa melaporkan kepada kepala Desa perihal hasil
pada setiap tahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

(4) Laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pajda

pemeriksaan

^T",1 iino" ycmcrutsaan seoagaimana dimaksud pdda ayat
menjadi bahan pengendalian pelaksanaan kegiatan oleh kepala Desa.

(1) APBDesa, terdiri atas:

a. Pendapatan Desa;
b. Belanja Desa; dan
c Pembiayaan Desa.

BABV

APBDesa

Pasal 33

(3)
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HSlfa-rttSni DCSa sebaSaima™ dimaksud pada ayat 1) huruf adiklasifikasikan menurut kelompok dan jenis. '
Belanja Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (Ji huruf h
diklasiflkasikanmenurut kelompok, kegiatanPdan jenis T b
met^ Pada ayat U) hUrUf cklasifikasikan

Bagian Kesatu

Pendapatan

Pasal 34

(1) mi}f™f,atan DeSa sebagaiman* dimaksud dalam Pasal 33 iat (1) huruf arnehputi semua penerimaan uang melalui rekening desa Xg mempTkan
SS til dalam l (SatU) tahun an^aran W tidak perlu iTbly^TembaHoleh desa.

(I (2) Pendapatan Desa sebagaimana dimaksud pada avat
kelompok:

a. Pendapatan Asli Desa (PADesa);
b. Transfer; dan

c. Pendapatan Lain-Lain.

(3) Kelompok PADesa sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
atas jenis:
a. Hasil usaha;
b. Hasil aset;
c. Swadaya, partisipasi dan Gotong royong; dan
d. Lain-lain pendapatan asli desa.

(4) Hasil usaha desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hurtif a antara lain
hasil Bumdes, tanah kas desa.

(5) Hasil aset sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b antara lain
tambatan perahu, pasar desa, tempat pemandian umum, jaringan irigasi.

(6) Swadaya, partisipasi dan gotong royong sebagaimana dimaj csud pada ayat
(3) huruf c adalah membangun dengan kekuatan sendiri yang melibatkan
peran serta masyarakat berupa tenaga, barang yar.g dinilai dengan uang.

(7) Lain-lain pendapatan asli desa sebagaimana dimaksud padk ayat (3) huruf
H antara lain hasil ouneutan desa. I

I
(].), terdiri atas

o

•*

luruf a, terdiri

Pasal 35

(1) Kelompok transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34,
b, terdiri atas jenis:
a. Dana Desa (DD);
b.: Bagian dari Hasil Pajak Daerah Kabupaten dan Retribuj
c. Alokasi Dana Desa (ADD);
dJ Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi; dan
e.' Bantuan Keuangan APBD Kabupaten.

(2) Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi dan Kabupateji sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf d dan e dapat bersifat umum jlan khusus.

ayat (2) huruf

i Daerah;
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(3) Bantuan Keuangan bersifat khusus sebagaimana dimaksu< pada ayat (2)
dikelola aaiam Ar"ts Desa tetSpT tidak diterapkan dal am ketentuan
penggunaan paling sedikit 70% (tujuh puluh perseratus) dar paling banyak
30% (tiga puluh perseratus).

iam pasal 11

:at; dari

(4) Kelompok pendapatan Iain-lain sebagaimana dimaksud d
ayat (2) huruf c, terdiri atas jenis:

a. Hibah dan Sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengi
b. Lain-lain pendapatan Desa yang sah.

(1)

(1)

(2)

Pasal 36

Hibah dan sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikSit sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 35 ayat (4) huruf a adalah pemberidn berupa uang
dari pihak ke tiga.

(2) Lain-lain pendapatan Desa yang sah sebagaimana dimaksmd dalam Pasal
35 ayat (4) huruf b, antara lain pendapatan sebagai hasil keJjasama dengan
pihak ketiga dan bantuan perusahaan yang berlokasi di des{

Bagian Kedua
Belanja Desa

Pasal 37

Belanja desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ay
meliputi semua pengeluaran dari rekening desa yang merup
desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak
pembayarannya kembali oleh desa.

Belanja desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipereunakan dalam
rahgka mendanai penyelenggaraan kewenangan Desa. '

Pasal 38

(1) Klasifikasi Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam paital 37 ayat (1)
terdiri atas kelompok: '
a. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
b. Pelaksanaan Pembangunan Desa;
c. Pembinaan Kemasyarakatan Desa;
d. Pemberdayaan Masyarakat Desa; dan
e'. Belanja Tak Terduga.

(2) Kelompok belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1 dibagi dalam
kegiatan sesuai dengan kebutuhan Desa yang telah diulangkan dalam
RKPDesa. 1

(3) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas jenis belanja :
a. Pegawai; !j
b. Barang dan Jasa; dan
c. Modal.

Pasal 39

.t (1) huruf b,
.kan kewajiban
kan diperoleh

Dalam. penyusunan rincian jenis belanja sebagaimana dimaksld
38 ayat (3) dapat mengacu pada Peraturan Bupati tentang Stan
HargaPemenntah Kabupaten dan Surat Keputusan Kepala 3
Umum tentang Analisis Harga Satuan Pekerjaan yang berlaku

dalam pasal
i Satuan

inas Pekerjaan
Stan iarisas
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Pasal 40

(1) Jenis belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pas al
huruf a, dianggarkan untuk pengeluaran penghasilan tetap
bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa serta tunjangan BPD.

38 ayat (3)
dan tunjangan

(2) Belanja Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
kelompok Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pada
pembayaran penghasilan tetap dan tunjangan.

(3) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ^elaksanaannya
dibayarkan setiap bulan.

(4) Termasuk Belanja pegawai selain sebagaimana dimaksu
adalah honor kegiatan, honor pemeriksa pekerjaan/kegiata:
lembur kegiatan dan uang saku kegiatan.

diar ggarkan dalam

pos kegiatan

(5) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dil
waktu pelaksanaan kegiatan.

Pasal 41

pada ayat (1)
infrastruktur,

ayarkan sesuai

(1) Belanja Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud dalam Piisal 38 layat (3)
huruf b digunakan untuk pengeluaran pembelian/pengadain barang yang
nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan.

(2) Belanja barang/jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
a. alat tulis kantor;
b. benda pos;
c. bahan/material;
d. pemeliharaan;
e. cetak/penggandaan;
f. sewa kantor desa;
g. sewa perlengkapan dan peraiatan kantor;
h. makanan dan minuman rapat;
i. pakaian dinas dan atributnya;
j. perjalanan dinas;
k. upah kerja;
1. honorarium narasumber/ahli;
m. operasional Pemerintah Desa;
n. operasional BPD; |
o. insentif Rukun Tetangga /Rukun Warga; dan I
p. pemberian barang pada masyarakat/kelompok masyaraklit.

(3) Insentif Rukun Tetangga /Rukun Warga sebagaimana dim^
(2) huruf o adalah bantuan uang untuk operasional lembagl
rangka membantu pelaksanaan tugas pelayanan
perencanaan pembangunan, ketentraman dan ket
pemberdayaan masyarakat desa.

(4) Pemberian barang pada masyarakat/ kelompok masyarakat sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) huruf p dilakukan untuk menunjacig pelaksanaan
kegiatan. 'r

ksud pada avat
RT/RW dalam
pemerintahan,
rtiban, serta
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Pasal 42

(1) Belanja Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 aykt
digunakan untuk pengeluaran dalam rangka pembelian/pergad
atau bangunan yang nilai manfaatnya lebih dari 12 (dua belis)

(2) Pembelian /pengadaan barang atau bangunan sebagaimjana dimaksud
pada ayat (1) digunakan untuk kegiatan penyelenggaraa

(3) huruf c,
aan barang
bulan.

desa.
n kewenangan

Pasal 43

(1) Dalam keadaan darurat dan/atau Keadaan Luar Biasa (KL 3), pemeriniah
Desa dapat melakukan belanja yang belum tersedia anggarapnya.

(2) Keadaan darurat dan/atau KLB sebagaimana dimaksud
merupakan keadaan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan
berulang dan/atau mendesak.

(3) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ysitu antara lain
dikarenakan bencana alam, sosial, kerusakan sarana dan pra&arana.

pada ayat ii;

(4) Keadaan luar biasa sebagaimana dimaksud
KLB/wabah.

pada ajfit (1) karena

pada ayat (3)

pada ayat (2)

(5) Keadaan darurat dan luar biasa sebagaimana dimaksud
ditetapkan dengan Keputusan Bupati .

(6) Kegiatan dalam keadaan darurat sebagaimana dimaksud
dianggarkan dalam belanja tidak terduga.

Pasal 44

(1) Pembiayaan Desa sebagaimana dimaksud daiam Pasal 33 «j.yat (1) huruf c
meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kemDali dan/atau
pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun knggaran yang
bersangkutan maupun padatahun-tahun anggaran berikuti ya. ;

(2) Pembiayaan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (I) terdiri atas
kelompok: [
a. Penerimaan Pembiayaan; dan
b. Pengeluaran Pembiayaan.

(3) Penerimaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada aykt (2) huruf a
mencakup: [
a. Sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA) tahun sebelumn) i
b. Pencairan Dana Cadangan; dan
c. Hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan.

(4) SiLPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf
pelampauan penerimaan pendapatan terhadap belanja
belanja, dan sisa dana kegiatan lanjutan.

(5) SilPA sebagaimana dimaksud pada ayat (4)
pembiayaan yang digunakan untuk:
a. menutupi defisit anggaran apabila realisai

pada realisasi belanja;
b. mendanai pelaksanaan kegiatan lanjutan; da
c. mendanai kewajiban lairinya yang sampai den

belum diselesaikan.

a;

a
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(6) Pencairan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ay
digunakan untuk menganggarkan pencairan dana cadanga: \
dana cadangan ke rekening kas Desa dalam tahun anggaran

(7) Hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan sebagainjana
pada ayat (3) huruf c digunakan untuk menganggarkan
kekayaan desa yang dipisahkan.

Pasal 45

at (3) huruf b
dari rekening

berkenaan.

dimaksud

asil penjualan

(1) Pengeluaran Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (2)
huruf b, terdiri dari:
a. Pembentukan Dana Cadangan; dan
b. Penyertaan Modal Desa. |j

(2) Pemerintah Desa dapat membentuk dana cadangan) sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf a untuk mendanai kegiatan yang penyediaan
dananya tidak dapat sekaligus/sepenuhnya dibebankan da|am satu tahun
anggaran.

(3) Pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud
ditetapkan dengan peraturan desa.

(4) Peraturan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
memuat:

a. penetapan tujuan pembencukan dana cadangan;
b. program dan kegiatan yang akan dibiayai dari dana cadai
c. besaran dan rincian tahunan dana cadangan yang harus
d. sumber dana cadangan; dan
e. tahun anggaran pelaksanaan dana cadangan.

(5) Pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada! ayat (2) dapat
bersumber dari penyisihan atas penerimaan Desa, kecuali djari penerimaan
yang penggunaannya telah ditentukan secara khusul
peraturan perundang-undangan.

(6) Pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud
huruf a ditempatkan pada rekening tersendiri.

(7) Penganggaran dana cadangan tidak melebihi tahun akhi
Kepala Desa.

BAB VI

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

pada ayat (2)

paling sedikit

(1)

(2)

(3)

(4)

Pasal 46
t

Pembinaan pengelolaan Keuangan Desa dilakukan secara
Tim Koordinasi Kecarnatan dan Tim Koordinasi Kabupaten.,
Pembinaan yang dilakukan oleh Tim Koordinasi Kecamadm
dimaksud pada ayat (1) melalui mekanisme
ophname) dan berpedoman pada ketentuan
undangan.
Pembinaan yang dilakukan oleh Tim Koordinasi Kabupat
dimaksud pada ayat (1) melalui kegiatan monitoring dan e
secara langsung pada obyek kegiatan.
Dalam hal terjadi permasalahan pengelolaan Keuang
witetaiannya di!akukan sec*ra berjenjang mulaitingkat kecarnatan dan tingkat kabupaten

i

gan;

iianggarkan;

berdasarkan

|pada ayat (1)

masa jabatan

berjenjang dari

sebagaimana
pemeriksjaan kas (cash

perundang-peraturin

<:n sebagaimana
faluasi kegiatan

an

daij
Desa, maka

i tingkat desa,
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Pasal 47

(1) Pengawasan pelaksanaan pengelolaan Keuangan Desa di
fungsional oleh institusi atau pejabat yang berwenang
peraturan perundang-undangan.

akukan secara

sesuai dengan

(2) Pengawasan terhadap pelaksanaan pengelolaan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi bagi
terpisahkan dengan ketentuan pengawasan atas
Pemerintahan Desa.

Pasal 48

Ke uangan Desa

lain yang tidak
p ;nyelenggaraan

Evaluasi pengelolaan Kexiangan Desa sebagaimana dimaksud
ayat (3) dilaksanakan untuk menilai tingkat efektifitas dan efllsiensi
dan permasalahan yang ada dalam pelaksanaan kegiatan
tingkat Koordinasi sebagai bahan perumusan kebijakan
Bupati.

Pasal 49

llalam Pasal 46
dampak

pada berbagai
sdjlanjutnya oleh

(1)

(2)

Tim Koordinasi Kabupaten sebagaimana dimaksud d4lam Pasal 46
dibentuk dengan Keputusan Bupati, terdiri dari:
a.! Bupati selaku Penasehat;
b. Wakil Bupati selaku Wakil Penasehat;
c. Sekretaris Daerah selaku Pengarah;

Asisten Sekda selaku Wakil Pengarah;
Kepala SKPD yang membidangi selaku Penanggung jawalj
Sekretaris pada SKPD yang membidangi selaku Waftil Penanggung
jawab;
Kepala Bidang pada SKPD yang membidangi selaku Ketujja;
Kepala Sub Bidang pada SKPD yang membidangi Sekretgjiris;
Anggota terdiri dari unsur Kepala SKPD, Kepala Bidajng/Kepala Sub
Bidang pada SKPD, Kepala Bagian/Kepala Sub Bagi|n pada Setria,
Kepala Sub Bidang dan staf pada SKPD.

g-
h

i.

Tim Koordinasi Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayjat (l)bertugas
a. merumuskan konsep dasar, kebijakan, maksud dan tujuan, prinsip-

prinsip dan rnekanisme/prosedur kegiatan; '
b. menyusun Pedoman Pelaksanaan Kegiatan di Desa;
c. melaksanakan Sosialisasi Pedoman Pelaksanaan Kegiats.
d. melakukan pemantauan dan pengendalian pelaksanaa \ kegiatan agar

sesuai dengan kebijakan dan ketentuan yang telah ditet ipkan;
mensinergikan kebijakan dengan kegiatan pemberdayj an ma.,
lainnya dalam upaya penanggulangan kemiskinan dc.n peningkatan
kesejahteraan masyarakat; dan
melaksanakan monitoring dan evaluasi secara berkala.
membahas berbagai kendala dan permasalahan yang di:emukan dalam
pemantauan, untuk kemudian merumuskan
penyelesaiannya.

Pasal 50

f.

g-

n di Desa

findak lanjut

(1) Tim Koordinasi Kecarnatan sebagaimana dimaksud d«
dibentuk dengan Keputusan Bupati .terdiri dari: lam Pasal 46
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a. Camat selaku Penanggungjawab;
b. Sekretaris Kecamatan selaku Ketua
c. Kepala Seksi pada Kecamatan selaku Sekretaris ;
d. Anggota terdiri dari:

1) Para Kepala Seksi pada Kecamatan;
2) Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Pekerjaan Umum
3) Staf pada Kecamatan sebanyak-banyaknya 3 orang.

(2) Tim Koordinasi Kecamatan sebagaimana dimaksucj
(l)mempunyai tugas dan fungsi
a. melaksanakan sosialisasi Pedoman Pelaksanaan Kegiatai di Desa pada

wilayah kerjanya;
b.j melakukan pembinaan Pelaksanaan Kegiatan di Desa

kerjanya;
c melaksanakan asistensi penyusunan RAB Kegiatan di Des|a;
d. melaksanakan Pembinaan bidang administrasi antara lair :

1) Dokumen RPJMDesa, RKPDesa, RAPBDesa dan APBDdsa;
2) Rencana Penggunaan Dana secara keseluruhan (100%|;

:3) Pertanggungjawaban Pengelolaan Keuangan Desa, ar tara lain Berita
Acara Musyawarah Desa tentang pelaksanaan Perta iggungjawaban
Penggunaan Dana dan Surat Pernyataan Kesanggupan Menyelesaikan
Kegiatan Tepat Waktu.

e.: melaksanakan fasilitasi kegiatan Peningkatan Kapakitas Aparaiur
Pemerintah Desa; '

f. melakukan fasilitasi pemecahan masalah berdasarkin pengaduan
masyarakat atau pihak lainnya;

g. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegis tan
h.menghimpun dan menyimpan salinan arsip Surat Pertanggungjawaban

Kegiatan dari desa di wilayah kerjanya; dan
i. melakukan rekapitulasi Surat Pertanggungjawaban

sebagaimana dimaksud pada huruf h dan mengirimkan

Cecamatan;

(1) WnlQmembCrJkfn i^^1 kepada desa yan8 tidak melaksanakanm beriiku- keuangan sesuai peraturan perundang - undangan
(2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain disebabkan oleh •

a.; terdapat SiLPA Dana Desa yang tidak wajar dikarenakan
jl. Penggunaan Dana Desa tidak sesuai dengan prioritls penggunaan

Pedoman Umum dan Pedoman Teknis Penggunaan Darla Desa;
•2. Penyimpanan uang dalam bentuk deposito lebih dari 2|dua) bulan.

pada avat

pada; wilayah

Kegiatan
kepada Bupati

Cq. Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dkn Aset Daerah
(Dinas PPKAD) Kabupaten Tegal dengan tembusan jKepala Badan
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaicn Tegal.

BAB VI]

PENGHARGAAN DAN SANKSI

Pasal 51

Bupati dapat memberikan penghargaan kepada desa yangj melaksanakan
pengelolaan keuangan desa sesuai peraturan perundang- tindangan van*
berlaku. f &

Pasal 52

melaksanakan
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b. penggunaan dana yang bersumber dari APBD tidak sesuai dengan
prioritas penggunaan, pedoman pengelolaan keuangan bjigi desa dan
pedoman teknis penggunaan dana. j

c. Penyampaian laporan pertanggungjawaban pengelolaan kebangan tidak
tepat waktu. ]

(3) Sanksi sebagai dimaksud pada ayat (1) dapat berupa : !
a. pengurangan Dana Desa sebesar SiLPA Dana Desa pada tanun anggaran

berikutnya;
b. penundaan pencairan alokasi dana yang bersumber | dari APBD;

dan/atau |
c. pengurangan alokasi dana yang bersumber dari APBDij pada tahun

anggaran berikutnya.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 53

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupat
43 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa
dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 54

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengctahuinya, memerintahkan pengundang
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah

Tegal Nomor
dicabut dan

an Peraturan

can di Slaw

^ga^aftaft;

Diundangkan di Slawi
^?^3?S^1 Z£ sou I 2o\$

\H KABUPATEN TEGAL,

N BAGAS PRAKOSA

BERITA DAERAH KABUPATEN TEGAL TAHUN 2015 NOMOR >$
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PENJELASAN
ATAS

PERATURAN BUPATI TEGAL NOMOR^jTAHUN 2015
TENTANG

PENGELOLAAN KEUANGAN DESA

I. UMUM

No^r «T^'^^A"^- Pas.al.106 »-<4 P-enntah",'wi.vuman i-a»ai iuo reracura

Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Un|
Nomor 6tahun 2014 tentang Desa telah ditetapkan Peraturan lang-Undang

lupati Nomor
rffJ^ 2014Dtentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Des* dan dengan
ditetankannva Peraturan iwr^r,^^- r^i ^ • „. '8dndltetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014
pTra^an Euoa0uaintKeTgan, ?"* B"ta P"lu """**+ »*™b^peraturan Bupati tentang Pengelolaan keuangan desa. T

IZSZZ BUPati t6tang Pen2elolaan Keuangan Desa meliputipelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pern
sehmgga keuangan desa dapat dikelola berdasarkan asas-asds
akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disill:

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Ayat (1)

Cukupjelas.

Pasal 2

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukupjelas.

Pasal 3

Cukupjelas.

Pasal 4

Ayat(l)

Cukupjelas.

, Ayat (2)

Cukupjelas.

perencanaan,

pertang|jungjawaban,
transparan,

lin anggaran.



Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

-. ; Cukupjelas.

Pasal 5

•' Ayat(l)

*•.-<- Cukupjelas.

; Ayat (2)

Cukupjelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

(j Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat(l)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukupjelas,

Ayat (3)

Cukupjelas.

: Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 7

; Ayat(l)

Cukupjelas.

i Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukupjelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas.

I u
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Ayat (2)

Yang dimaksud dengan bendahara menyimpan
desa adalah uang tunai yang ada di bendahara untufc
kegiatan operasional pemerintah desa antara
pembayaran rekening listrik, rekening telepon, bi;
dan biaya rapat. Uang tersebut diambilkan
operasional pemerintah desa.

uarfg dalam kas
membiayai

lain untuk

ya fotokopi,
kegiatandiri

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat(l)

Cukupjelas.

Ayat (2)

Cukupjelas.

Ayat (3)

Cukupjelas.

Pasal 11

Ayat (1)

Cukupjelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

•Ayat(l)

Cukupjelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukupjelas.
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Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jeias.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 17

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 18

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Ayat(l)

Cukup jelas.



.

Ayat (2)

i .
Cukup jelas.

i
1 Ayat (3)
i

• Cukup jelas.

- Ayat (4)

Cukup jelas.

" " " * Pasal 21

Ayat (1)
* •' *"

Cukup jelas.

• Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

; U Cukup jelas.

Ayat (4)

i Cukup jelas.

j . Pasal 22
i

Cukup jelas.

: Pasal 23

i

i
•

Ayat (1)

i
Cukup jelas.

i
1 Ayat (2)

j
Cukup jelas.

\o Pasal 24

Ayat (1)

i Cukup jelas.
i *

!
j „ .

Ayat (2)

!
Cukup jelas.

•

i n

|
Pasal 25

\

!
Cukup jelas.

!
i

i

Pasal 26
j

Ayat (1)
i

Cukup jelas.

Ayat (2)

\ Cukup jelas.



Ayat (3)

Cukup jelas.

j • Ayat (4)

! - . Cukup jelas.

I . Ayat (5)

Cukup jelas.

I '*-.,.. Pasal 27

Ayat (1)

; * **" Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 2B

{ U Ayat(l)
• Cukup jelas.

! Ayat (2)
i
] Cukup jelas.

| Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

I Ayat (5)

. Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

. Ayat (8)

Cukup jelas.

Ayat (9)

Cukup jelas.

Pasal 29

Ayat (1)

Cukup jelas.

i u
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Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Ayat (9)

Cukup jelas.

Ayat (10)

Cukup jelas.

Ayat (11)

Cukup jelas.

Ayat (12)

Cukup jelas.

Ayat (13)

Cukup jelas.

Ayat (14)

Cukup jelas.

Ayat (15)

Cukup jelas.

Pasal 30

Yang dimaksud dengan kegiatan yang sifatnya tidak
keterlibatan unsur masyarakat dalam kegiatan operaaionai pemerintah
X^iffir? alttuiis kantor dan ^4rirzt™zt™j^*:::]'sehmgga pelaksana teknis 4^ «**

memerlukan

lal pemerintah



Pasal 31

Ayat (1)

• Cukup jelas.

; Ayat (2)

- Cukup jelas.

Ayat (3)

• Cukup jelas.

r-

Ayat (4)

' 1
Cukup jelas.

! Ayat (5)
t

Cukup jelas.

t
Ayat (6)

;;U Cukup jelas.

Pasal 32

Ayat (1)

Cukup jelas.

_
Ayat (2)

; Cukup jelas.

i
Ayat (3)

j Cukup jelas.

i Ayat (4)

j • Cukup jelas.

i

Pasal 33

Ayat(l)
i
i Cukup jelas.

Ayat (2)

j 'l^ Cukup jelas.

i Ayat (3)
1

Cukup jelas.
J

i Ayat (4)

j
j

Cukup jelas.

Pasal 34

i
E

Ayaf(l)

j

{

i

j
i

Cukup jelas.
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1

Ayat (2)

i Cukup jelas.
t

Ayat (3)

' Cukup jelas.

1 Ayat.(4)

1 Cukup jelas.
1 »

1 ". """ Ayat (5)
1

Cukup jelas.
1 • "
i
1

Ayat (6)
1

i

j
Cukup jelas.

1

i Ayat (7)

Cukup jelas.

' u
Pasal 35

I Ayat (1)

t

Cukup jelas.
j

J • Ayat (2)

|
Cukup jelas.

Ayat (3)

'• Cukup jelas.

|
i
i

Ayat (4)

i
Cukup jelas.

|
i

Pasal 36

u
Ayat(l)

Cukup jelas.

• -^ *^»

Ayat (2)

i

! c .
Cukup jelas.

-.- Pasal 37

Ayat (i)

i

1 Cukup jelas.

| Ayat (2)
i

!
1

Cukup jelas.
i

Pasal 38

; Ayat (1)

i
Cukup jelas.
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Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 39

Peraturan Bupati tentang Standarisasi Satuan Hargi Pcmerintah
Kabupaten antara lain berisi indeks harga barang dan
kegiatan.

rincian biaya

Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum ten
Harga Satuan Pekerjaan berisi rincian harga mater
infrastruktur (fisik).

Pasal 40

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 41

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 42

Ayat (1)

Cukup jelas.

;ang Analisis
al pekerjaan



Ayat (2)

*

Cukup jelas.

J . Pasal 43
; 9

Ayat (1)

, - Cukup jelas.

i
Ayat (2)

i

] V-,. Cukup jelas.

j Ayat (3)
"*♦ """ Cukup jelas.

Ayat (4)

\
Cukup jelas.

) Ayat (5)

1 u Cukup jelas.

! Ayat (6)
i

Cukup jelas.

; Pasal 44
! •

i ,
Ayat (1)

1

i
|

Cukup jelas.

| Ayat (2)

i Cukup jelas.

i

Ayat (3)

i Cukup jelas.

i u
1
J

: Ayat (4)

Cukup jelas.
I

5 Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)
i

•

( 0 Cukup jelas.

| Ayat (7)

i Cukup jelas.

Pasal 45

• Ayat(l)

I Cukup jelas.
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Ayat (2)

>»

Cukup jelas.

1 Ayat (3)

j Cukup jelas.
!

Ayat (4)
i

Cukup jelas.

•

r
Ayat (5)

Cukup jelas.
•

j
Ayat (6)

! Cukup jelas.

i Ayat (7)

i
Cukup jelas.

: u Pasal 46

j Ayat(l)

I Cukup jelas.

i Ayat (2)
i

• Cukup jelas.

I
Ayat (3)

' Cukup jelas.
i
j Ayat (4)
1

I Cukup jelas.
l

j
Pasal 47

1U
Ayat (1)

Cukup jelas.

1 -^ •
Ayat (2)

!
!

Cukup jelas.

! i.. **
•

Pasal 48

•

i

Cukup jelas.

i

!
i

i Pasal 49
1

Ayat (1)

: Cukup jelas.

j Ayat (2)

i- Cukup jelas.
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Pasal 50

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 51

Yang dimaksud dengan pemberian penghargaan kepads
apabila pengelolaan keuangan desa dilaksanakan dengar
tertib, transparan, partisipatif dan dapat diper
Bentuk penghargaan dapat berupa tambahan bantu^n keuangan
kepada desa.

desa adalah

tepat waktu,
tangg\ ingjawabkan.

Pasal 52

• Ayat(l)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.



Lampiran:
Pcraturan Bupati Tegal Nomor: £> £AHU<aA 20l£
Tentang Pengelolaan Keluangan Desa

Contoh Format; RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG AP3DESA

Menimbnng

Mcngin&it

Menetapkan

b.

1.

2.

3.

4.

5,

PEMERINTAH DESA

KECAMATAN

KABUPATEN ....

RANCANGAN PERATURAN DESA .

NOMOR TAHUN.

TENTANG

ANGGAPAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN

DENGAN RAHMATTUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA

Bahwa scsuai dcnuan kclcnlunn Pasal .... IVrmuran Diilcrah Kabupater.
Nomor ... Tahun loniunc; Kepula Di:sa mene'.apkan

rancangan Peraturan Dcsa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
(APBDcsa);
Bahwa Rancangan Pcraturan Dcsa tentang Anggaran jPcndapatan dan
Belanja Desa (APBDesa) sebagaimana dimakr.ud pada hurufia, telar. dibahas
dan discpakati bersama Badan Pcrmusyawaratan Desa;
Bahwa bcrdasarkan pertimbarigun sebagairnanu dimaksuii pada h\:ruf U
dun huruf b perlu :neneiupkun Rancangan Pcraturan Dcsa
tentang Anggaran Pendapatan clan Belanja Desa (APBDea) menjadi
Peraturan Dcsa tcntung AnRgoran Pendapatan dan Belanja Desa
(APBDes) Desa Tnhun Angguran

Undan£-Undang Nomor 6 Tahun 2014 i.entanc- Desa (liembarar. Negaxa
tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tam(J>ahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5495)
Peraturan Pemerintnh Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaxsanaan
Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (licmbaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213. Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5539);
Peraruran Pemcrintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Penjbahan Peraruran
Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumbcr Dan
Anggaran Pendapatan den Beianja Negara
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor Tahun tentang
Pengelolaan Keuangan Desa;
Peraturan Daerah Kabupatcn Nomor Tahun tentang

(Lembaran daerah Kabupaten Tahu;i Nomor

6. Dst...

Dcngan Kcscpakiuan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

MEMUTUSKAN

RANCANGAN PERATURAN DESA TENTING ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN



^J

^

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran dengan rincian scbaga berikut;
Rp.1. Pendapatan Desa

2. Belanja Desa

a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa

b. Eidang Pembangunan

c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan

d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat

e. Bideng Tak Terduga

Jumlah Belanja

Surplus/ Defisit

3. Pembiayaan Desa

a. Penerimaan Pembiayaan

b. Pengelueran Pembiayaan

Selisih Pembiayaan (a - b )

RE,

Rp..

Rp.,

Rp.

Ro.

Rp.

Rp.

Rp.

aBUBBBBm

Paanl2

Uraian lebih lanjut mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Dcsa sebagaiman
1, tercantum dalam lampiran Peraturan Desa ini berupa Rincian Struktur Anggarar

Belanja Desa.

Pasal 3

Lampiran-larnpiran sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 merupakan bagian yang

dari Peraturan Desa ini.

Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa dan/atau Keputusan Kerala Desa guna
pelaksanaan Peraturan Desa ini.

Pasal 5

Peraturan Desa ini rnulai berlaku pada tanggil diundangkan.

Agar aetiap orang raengetahulnya, memeriutahkan pengundangan Peraturan >esa ini dengan
penempatannya dalam Lembaran Desa ... (Nama Desa).

Ditetapkan di...
pada tanggal...
KEPALA DESA...(Nama Desa),

tanda tangan
NAMA

Diundangkan di...
pada tanggal...
SEKRETARIS DESA ... (Nama Desa),

tanda tangan
NAMA

LEMBARAN DESA ... (Nama Desa) TAHUN ... NOMOR ...

dimaksud Pasal

Pendapatan dan

idak terpisahkan








































































































































